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ABSTRAK

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan
berdasarkan pendekatan Restorative Justice, yang demikian pula dilaksanakan di Resort
Polrestabes Palembang diatur berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021
tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan
data empiris. Dalam implementasinya, Polrestabes Palembang mengalami kendala
penghentian penyelidikan dan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui Restorative
Justice yaitu, pertama, keengganan saksi untuk dimintai keterangannya oleh penyidik dalam
penyelidikan dikarenakan takut berurusan dengan hukum, dan kedua, korban terlalu lama
melaporkan kecelakaan lalu lintas yang dialami sehingga barang-barang bukti menjadi
hilang. Pengaturan yang ideal di masa mendatang dalam menghadapi tantangan kasus-kasus
kecelakaan lalu lintas dalam penyelesaian melalui Restorative Justice adalah perlu
dilakukan perubahan pengaturan dalam KUHAP terkait penambahan pengaturan bahwa
terhadap perkara kecelakaan lalu lintas wajib diupayakan penyelesaian melalui Restorative
Justice yang berlaku sejak tahap penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, di tahap
penuntutan di Kejaksaan, dan di tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan, dengan syarat-
syarat tertentu. Demikian karena penyelesaian melalui Restorative Justice dalam perkara
kecelakaan lalu lintas saat ini hanya terbatas pada tingkat penyelidikan dan penyidikan di
Kepolisian

Kata Kunci: Implementasi; Kecelakaan Lalu Lintas; Restorative Justice.
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ABSTRACT

In the case of traffic accidents, the efforts to settle cases out of the court are based
on the Restorative Justice approach. Such cases are also carried out at the
Palembang Polrestabes Resort that are regulated based on Police Regulation
Number 8 of 2021 concerning the handling of criminal acts based on restorative
justice. The method of study used in this study is a normative juridical study method
supported by empirical data. In its implementation, the Palembang Polrestabes
encountered problems with stopping the initial investigation and investigation of
traffic accident cases through Restorative Justice, namely due to, firstly the
reluctance of witnesses to be questioned by initial police investigators inthe initial
investigation due to fear of dealing with the law, and secondly, the victim took too
long to report traffic accidents experienced so that evidence is lost. The ideal setting
in the future in dealing with the challenges of traffic accident cases in the settlement
through Restorative Justice is that it is necessary to make changes to the settings in
the Criminal Procedure Code regarding the addition of regulations that the
settlements with traffic accident cases must be sought through Restorative Justice
which has been in effect since the stage of initial investigation and investigation by
the Police, at the stage of prosecution at the Prosecutor’s Office, and at the stage of
examining cases at the Court, with certain conditions. This is needed because the
settlement through Restorative Justice in traffic accident cases is currently only
limited to the level of initial investigation and investigation in the Police.

Keywords: Implementation; Restorative Justice; Traffic accident.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sinergitas Polri dengan masyarakat, mampu proaktif melaksanakan
pengamanan lingkungan, merupakan faktor utama dalam menciptakan syarat
ketertiban sosial, termasuk pencegahan tindak pidana kekerasan dan perusakan.
tapi kami berharap citra polisi Indonesia akan berkembang atas dasar akurasi
(predictiveness, responsiveness dan transparance). Konsep restorative justice
merupakan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi untuk
menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban itu sendiri.

Ketika kita mempertimbangkan asal-usul dimensi praktis, mediasi reformis
terikat untuk mencapai keadilan universal. Seiring waktu, banyak kasus
penggunaan segala bentuk dan variasi datang ke pengadilan. Oleh karena itu,
merupakan tugas pengadilan untuk mempertimbangkan dan memutus perkara
menurut asas “peradilan yang sederhana, cepat dan murah”, tanpa mengurangi
tujuan peradilan, yaitu supremasi hukum, kepentingan dan keadilan tercapainya
keadilan apakah ada masalah pidana yang perlu dibawa ke pengadilan dan
diselesaikan, atau apakah ada masalah khusus yang dapat diselesaikan melalui
mediasi remedial pihak (jika tersangka dan korban benar-benar ingin) melalui
mekanisme mediasi polarisasi dan remedial dan untuk mencapai kepentingan yang
lebih luas, yaitu menjaga kohesi sosial.

Polisi sebagai garda terdepan pengamanan merupakan simbol hukum bagi
masyarakat, karena merekalah yang pertama berhadapan langsung dengan
masyarakat sebagai korban, saksi dan tersangka. Oleh karena itu, sebagai garda
terdepan penegakan hukum, maka Polisi harus senantiasa bertugas dan
mengayomi masyarakat secara profesional.

Profesionalisme bukanlah ciri kepribadian yang berbeda. Profesionalisme
merupakan sikap dan keterampilan yang erat kaitannya dengan struktur
kepribadian seseorang secara keseluruhan. Kepribadian atau karakteristik

seseorang sangat menentukan apakah Polisi dapat bertindak secara profesional



atau tidak. Ketika profesionalisme digunakan, itu terkait erat dengan keahlian dan
integritas. Instingnya kuat, polisi tidak bisa dibeli, tidak punya harapan atau peduli
terhadap korupsi dan independensi.

Padahal, di dalam hati setiap manusia terdapat fungsi spiritual yang
tugasnya dalam kehidupan sehari-hari adalah mengikuti dan membimbing
manusia agar hidup lurus, tertib dan aman untuk mencapai kehidupan yang kaya
dan bahagia di dunia ini. Fungsi psikis ini disebut "hati nurani”. Melalui hati
nurani maka akan terdapat kebersamaan yang bersama-sama mengarah pada
kesejahteraan, keamanan, kekayaan, dan kebahagiaan dalam hidup. Apa yang
dianggap kontrol tentu memiliki makna, dan kontrol itu milik polisi, suara rakyat
atau hati rakyat.

Menerima tuntutan obyektif rakyat Indonesia dan dengan memperbaiki
lingkungan strategis masyarakat dunia yang melihat masalah keamanan sebagai
masalah kemanusiaan, inti dari praktik keamanan adalah untuk menciptakan
kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia, itu adalah tanggung jawab
Bangsa dan Negara. Polri telah menempatkan Tribrata dan Catur Prasetya dalam
klasifikasi berdasarkan falsafah Pancasila untuk memenuhi tugas, peran dan
tanggung jawabnya.

Tribrata (Polri) adalah falsafah identitas dan Catur Prasetya (Bhayangkara
Indonesia) adalah falsafah tekad untuk menjadi pimpinan/aparat negara. Pada
intinya, ini berarti bahwa Polisi adalah aparatur negara yang bertugas melindungi,
mengawasi, dan melayani setiap orang sebagai warga negara. Akibatnya, tidak
setiap warga negara dianggap sebagai warga negara, musuh negara, tetapi harus
mengabdi dan melindunginya agar bermanfaat bagi seluruh rakyat, bangsa dan
Negara Indonesia. Filosofi keamanan bertujuan untuk memahami keamanan itu
sendiri. Pengertian keamanan berarti berada dalamsuatu situasi dan keadaan yang
meliputi pembebasan dari penyakit fisik dan mental (safety), berkurangnya
kecemasan (safety), ancaman dan gangguan (safety benefit), ketenangan luar dan
perasaan batin (harmony) mendorong kerja dan semangat bekerja untuk menjamin
kebahagiaan (kesejahteraan) setiap orang dalam suasana keteraturan (needs)
dimana segala sesuatu bekerja dengan tertib



dan individu dapat hidup berdampingan, dalam harmoni antar manusia, antara
manusia dan bangsa (sentosa).

Terutama anak-anak, orang tua, etnis minoritas, ayah, orang cacat, dll.
Menekankan pencarian cara baru untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
hidup bagi mereka yang berisiko. Peluang kejahatan, seperti Penciptaan dan
bantuan yang diperlukan.

Pemolisian Masyarakat akan diuntungkan dengan segala kemajuan
teknologi yang ada. Tetapi juga harus memahami bahwa tidak ada keterampilan
yang lebih baik daripada berinteraksi, bercakap-cakap, dan berkolaborasi. Oleh
karena itu, pihak berwenang perlu mendorong kreativitas sehingga mereka dapat
menggunakan sumber daya lokal yang tersedia untuk memecahkan masalah.
Selain berinvestasi dalam kreativitas, juga berinvestasi dalam kepercayaan
anggota masyarakat dalam memecahkan masalah bersama.

a. Perubahan Internal

Pemolisian Masyarakat berkomitmen untuk mengambil pendekatan terpadu
yang mencakup semua petugas polisi. Aparat kepolisian PemolisianMasyarakat
berperan sebagai jembatan antara polisi dengan mereka yang melayani. Setelah
dianggap sebagai taktik jangka panjang, semua petugas kepolisian harus
menerapkannya secara konsisten. Oleh karena itu, untuk melihat Pemolisian
Masyarakat dan berhasil membutuhkan perubahan internal yang signifikan.

b. Tatap Muka Demi Masa Depan

Pemolisian Masyarakat memberikan layanan desentralisasi (pribadi) kepada
semua orang. Metode ini mengasumsikan bahwa polisi tidak dapat menerima
perintah dari orang asing. Bahkan, masyarakat didorong untuk melihat Polisi
sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang
mereka hadapi. Jadi metode ini bukan hanya taktik yang diterapkan, tapi kemudian
ditinggalkan. namun, ini adalah filosofi dan taktik organisasi yang sangat fleksibel
yang akan menanggapi perubahan kebutuhan dan prioritas masyarakat dari waktu

ke waktu.



Tabel 1
Hukum Kasus Atau Tabel Hukum Lalu Lintas

Polrestabes Palembang Januari - Juni 2021

Jumlah Penyelesalan Perkara JUJ.\ILABJ DALAI\j
No. Kesatuan Laka P21 SP3 DILUAR SP2HP PRESENTASI PROSE KET.
SIDANG
1 JANUARI 28 [ 16 3] 40 12
2 FEBRUARI 37 [ 25 o 71 12
3 MARET 38 ) 27 3] 52 11
4 APRIL 23 [ 15 o 32
5 MEI 37 1 25 o 52 11
[3 JUNI 40 ) 23 0 66 17
7 JULI
8 AGUSTUS
9 SEPTEMBER
10 | OKTOBER
11 | NOVEMBER
12 | DESEMBER i ] B
JUMLAH 203 1 131 [OdRIDAl 1313 65% 71

Sumber - Data Primer yang dikelola di SatlantasPolirestabes Palembang, Brigadir Ibnn Tursina (unit
laka lantas)

Angka-angka ini sejalan dengan angka-angka saat ini yang dipimpin oleh Lakalantas

(Brigadir Ibnu Tursina) untuk menangani kasus-kasus non-zero.

= laka 20216 juli R . ©

BAGIKAN

LAKA 2021 6 JULL.xIs

v Q Ringan
Q Berat
Sedang

@ s b el Abcutan

Q Lainnya/Tidak ada data

. I;; + Fantasy mwoo il
Oty
R e GRE Google My Maps "4
ton

Pemulut

Sumber: Data primer yang dike‘l“o‘la Sanén Lalu Lintas Polres Palembéhg, Brigjen Ibnu Tursma
(Satuan Lakalantas)

Di bawah ini adalah informasi mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi
di Palembang pada Tahun 2021. Informasi di atas bahwa sering terjadi kecelakaan
lalu lintas di Palembang pada Tahun 2021 karena kendaraan pengemudi
mengemudi dengan berbahaya.
a. Ada beberapa jenis cedera lalu lintas berikut:
Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22
yang disahkan DPR RI pada tanggal 22 Juni 2009.



Berikut daftar denda kendaraan bermotor saat mengikuti arus lalu lintas,

dikutip dari laman Kepolisian Republik Indonesia.

1.

Pengemudi yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi akan didenda
paling lama 4 bulan penjara atau denda paling banyakRp.1.000.000,-
(Pasal 281).

Setiap pengendara sepeda motor yang memiliki SIM tetapi tidak dapat
membuktikannya pada saat diperiksa surat-surat, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 bulan atau paling banyak Rp 250.000,-
(288 Ayat (2)).

Pengemudi sepeda motor tanpa plat nomor dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 bulan atau paling banyak Rp. 500.000,- (Pasal
280).

Pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis
dan operasional seperti kaca spion, lampu parkir, lampu rem, klakson,
speedometer dan emisi akan dikenakan sanksi kurunganlebih dari
1 bulan atau denda sebesar Rp. 250.000,- (pasal) dihukum.285 Bab
(1)).

Pengemudi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti
spion, klakson, lampu depan, lampu berhenti, lampu rem kaca
depan, tutup pelindung, wiper dipidana dengan pidana penjara paling
lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- divonis Pasal
285 bagian (dua).

Pengemudi yang tidak memiliki body device cadangan, segitiga
pengaman, dongkrak, pembuka roda dan perlengkapan P3K jika
terjadi kecelakaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,- (Pasal 278).

Setiap pengemudi yang melanggar rambu lalu lintas akan menghadapi
hukuman penjara dua bulan atau denda maksimum Rp. 500.000,-
(Pasal 287 (1)).



10.

11.

12.

13.

Pengemudi yang melanggar Undang-Undang Mengebut Tinggi atau
Rendah akan dikenakan denda paling lama 2 bulan atau paling banyak
Rp. 500.000,- (Pasal 287 (5)).

Pengemudi kendaraan atau orang yang duduk di sebelah pengemudi
kendaraan roda empat tanpa sabuk pengaman dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-
(Pasal 289).

Pengendara sepeda motor atau penumpang tanpa setang standar
nasional dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 bulan atau
denda paling banyak Rp.250.000,- (Pasal 291 (1)).

Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan pada malam
hari tanpa menyalakan lampu utama menurut ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Ayat 1 Pasal 107 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,-
(Pasal 293 (1)).

Barang siapa menggunakan sepeda di jalan tanpa menyalakan DRL
sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Pasal 107 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (51) hari atau paling banyak Rp.
100.000,- (Seratus ribu Rupiah). (Pasal 293 (2)).

Pengendara sepeda motor yang berlawanan arah atau berlawanan arah
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 bulan atau paling
banyak Rp 250.000,- (Pasal 287 ayat 1).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative tepatnyapada

Pasal 10 yang berbunyi :

persyaratan khusus untuk tindak pidana lalulintas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf ¢ meliputi ;



a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan

bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang
mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan.
Kecelakaan lalu lintas dijalan karena kelalaiannya yangmengakibatkan

korban manusia dan/atau kerugian harta benda .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dikaji permasalahan sebagai

berikut :
1.

Bagaimana pengaturan penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui

Restorative Justice di Resort Polrestabes Palembang?

Bagaimana implementasi penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui
Restorative Justice di Resort Polrestabes Palembang

Bagaimana pengaturan yang ideal Polisi Lalu Lintas di masamendatang
dalam menghadapi tantangan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas dalam

penyelesaian melalui Restorative Justice?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian
a. Mengetahui pengaturan penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui
Restorative Justice di Resort Polrestabes Palembang.
b. Mengetahui implementasi penyelesaian kecelakaan lalu lintas
melalui Restorative Justice di Resort Polrestabes Palembang.
c. Mengetahui pengaturan yang ideal Polisi Lalu Lintas di masa
mendatang dalam menghadapi tantangan kasus-kasus kecelakaan lalu

lintas dalam penyelesaian melalui Restorative Justice.



1. Manfaat Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini
maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan,
wawasan yang lebih konkrit bagi lembaga yudikatif, khususnya
bagi aparat penegak hukum, umumnya yang berkaitan dengan
pertanggung jawaban hukum di bidang lalu lintas dalam metode
penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas substansinya berupa
pertanggungjawaban hukum pidana, hukum administrasi, dan

jaminan sosial.

b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
pemikiran dan pertimbangan dalam menangani dan dapat
memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat satuan lalu lintas
dalam implementasi penerapan Restorative Justice dalam
penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dan juga dalam
menghadapi tantangan dimasa mendatang oleh Polri Satuan Lalu

Lintas.

B. Kerangka Teori

Melakukan penelitian ilmiah memerlukan pola atau pola pikir tertentuuntuk
melengkapi penelitian ilmiah, dan menulis tanpa latar belakang teori tidak dapat
dianggap penelitian yang berharga. Teori dapat dijelaskan secarakeseluruhan,
kemudian teori hukum itu sendiri dapat dipahami dari perkembangan pemahaman

teori sebagai pernyataan aturan secara keseluruhan.



Oleh karena itu, penulis menggunakan teori-teori filosofis dari penerapan
restorative justice yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:
1.  Grand Theory

Grand theory dalam penelitian ini adalah teori Restorative Justice dan
teori keadilan hukum acara pidana. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu
pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan
hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan
manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami
bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.*Kesamaan
proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan
kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.?
2. Middle Range Theory

Middle range theory dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum,
penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam
kehidupan bermasyarakat menurut Professor Sudarto penegakan hukum
bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan
apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan , akan tetapi juga
menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan yang terakhir ini adalah masalah
prevensi dari kejahatan kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan
yang terlibat didalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan,

pengadilan, pamong praja, dan aparatur eksekusi pidana serta orang-

L L.J. Van Apeldoorn, 1996, Pengantar limu Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, cetakan
kedua puluh enam, him. 11-12.

2 Aristoteles, dikutip dalam : Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum dalam Lintasan
Sejarah, Cetakan VI1II, Yogyakarta : Kanisius, him. 196.
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orang biasa namun badannya langsung mempunyai wewenang dan kewajiban
dalam pencegahan adalah kepolisan. Menurut Profesor Sacipto Rahardjo
penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide yang
cukup abstarak yang menjadi tujuan hukum.® Dalam teori hukum integratif
berdasarkan riset dan observasi Prof. Romli Atmasasmita telah menyampaikan
adagium hukum mengenai sistem hukum pancasila hukum sebagai sistem norma
dan logika kehilangan arti dan makna dalam kenyataan masyarakat jika tidak
berhasil diwujudkan dalam prilaku masyarakat dan birokrasi yang sama-sama taat
hukum. Sebaliknya, hukum yang hanya dipandang sebagai sistem normadan
prilaku dan digunakan sebagai mesin birokrasi akan kehilangan rohnya jika
mengabaikan sistem nilai yang bersumber pada pancasila sebagai puncak nilai

kesusilaan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.*

3. Applied Theory

Teori yang digunakan dalam applied theory ini adalah teori restorative
justice. Teori ini berdasarkan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan
keadilan restorative tepatnya pada Pasal 10 yang berbunyi :
persyaratan khusus untuk tindak pidana lalulintas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf ¢ meliputi ;

8 KD Waramiranti, “penegakan hukum”,jurnal uajy, him 18, www. e-journal.uajy.ac.id
4 Romli Atmasasmita, Hukum dan Penegakan Hukum, Kencana : Jakarta, 2021, him. 270.


http://www/
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a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan
bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang
mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan.

b. Kecelakaan lalu lintas dijalan karena kelalaiannya yangmengakibatkan
korban manusia dan/atau kerugian harta benda .

Menurut Bagir Manan, penegakan hukum indonesia bisa dikatakan “communis
opinio doctorum”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap
telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang- undang. Oleh
karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu
restorative justice system (sistem keadilan restoratif), dimana pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatannormatif.’

Bagir Manan menguraikan tentang substansi restorative justice berisi

prinsip-prinsip, antara lain, prinsip membangun partisipasi bersama antara pelaku,
korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak
pidana. Selanjutnya, prinsip menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat
sebagai “stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusahamenemukan
penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)”.5
Seorang ahli krimonologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall, mengatakan,
restorative justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan

dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk

5Bagir Manan, dikutip dalam : Dwidja Priyatno, “Pemindanaan untuk Anak dalam Konsep
Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)”, Jurnal Advokasi LAHA, Vol.3, Ed.
VIII, 2007, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung, him. 9.

b1bid.
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menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat
dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).’

Restorative justice sebagai perkembangan penting dalam pemikiran
manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan
peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan,
pendekatan restoratif dari majelis umum (Moots) dari Jermanik masyarakat yang
menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai
Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno,
Tao, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat
di Asia Utara.®

Restorative justice adalah gerakan baru di bidang viktimologi dan
kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada orang-orang
dan masyarakat, itu menegaskan bahwa perbaikan pengadilan mereka cedera dan
bahwa para pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.Program
restorative justice, oleh karena itu, memungkinkan korban, pelaku dan anggota
yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam
menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana,
dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi sebagai fasilitator dari
sistem yang bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi kepada korban dan partisipasi

penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat.®

C. Definisi Konseptual

"Tony F. Marshall, dikutip dalam : Ibid., him. 10.

8Rudi Rizky, 2008, Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade
Terakhir), Jakarta : Perum Percetakan Negara Indonesia, him. 4.

%lbid.
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1. Pengertian Restorative Justice

Keadilan Restorative Justice adalah suatu prinsip penegakkan hukum
dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan sebagai instrumen
pemulihan (berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020) dan menurut
Pasal 1 Angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
menyatakan, keadilan restoratif ini harus melibatkan pelaku, korban
dan/atau keluarganya serta pihak terkait. Hal ini bertujuan agar tercapai

keadilan bagi seluruh pihak.°
2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian di jalan raya yang terjadi
secara tidak sengaja dengan atau tanpa pengguna jalan lain dan
menimbulkan korban jiwa atau harta benda. Dimana faktor kecelakaan
melibatkan pengemudi atau pengguna jalan, dan lingkungan.Kecelakaan
lalu lintas dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan angkutan jalan yang digolongkan menjadi 3 kecelakaan lalu
lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang dan kecelakaan lalu lintas
berat. Dan juga proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki
kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-
sama kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang
bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan

menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan

penelitian yuridis normatif yang didukung data empiris. Penelitian

Ohttps://nasional.tempo.co/read/1557863/kapolri-sering-sebut-restorative-justice-syarat-
rj-selesaikan-perkara-pidana
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normative adalah penelitian yang mengkaji permasalahan menggunakan
studi kepustakaan. Penelitian empiris meninjau fungsi dari suatu hukum
atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat.
Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis,
hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukanpenelitian
berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hukum dalam kehidupan
yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Sehingga
kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum
atau badan pemerintah. Menurut Ronni Soemitro penelitian hukum
empiris (sosiologis) adalah penelitian hukum dengan data primer atau
suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian
empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.

Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan
cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian
ini.
b. Pendekatan Empiris

Metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris
yang diambil dari prilaku manusia, baik prilaku verbal yang didapat
dari wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui

pengamatan langsung.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian empiris ini dilakukan di kantor Mako Polrestabes
Palembang lantai 2 unit Lakalantas, unit TKP Lakalantas Pakjo dan unit
TKP Lakalantas Musi Dua, Palembang, Sumatera Selatan. Lokasi ini

diteliti dikarenakan tempat Pengadilan Lakalantas diterima melalui olah



15

TKP, proses penyidikan, penyelidikan, dan proses sidik, dan gelar

perkara-perkara, dan juga tempat mediasi antara pihak korban dan

pelaku, serta pihak keluarga masing-masing. Dan juga penyelenggaraan

koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/badan/instansi terkait

dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

a. Data primer sebagai data pendukung adalah informasi yang penulis

peroleh dari penelitian lapangan yaitu Polsek Palembang Lt. 2 Unit
Lakalantas, TKP Lakalantas Unit Pakjo dan TKP Unit Musi Dua
Lakalantas, Palembang, Sumatera Selatan.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian

kepustakaan, data dasar adalah dokumen peraturan
a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. KUHP dan KUHAP

dan Peraturan Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Keputusan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak dan
Manajemen Permintaan Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang
Pemungutan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tol.
Keputusan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

Keputusan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Jalan dan Angkutan

Keputusan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang

Angkutan Jalan.
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c. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018

(http://birosdmkepri.com) meliputi penerapan restorative

justice dalam penyelesaian masalah kriminalitas.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Dengan dua cara penelitian normatif (penelitian lapangan) dan penelitian

kepustakaan (library research).

1) Kerja Lapangan ( field research )

2)

Informasi yang diperoleh di lapangan (fieldwork) mendukung

penelitian ini, dalam hal ini penulis menggunakan Kkerja

lapangan dengan observasi atau observasi dalam wawancara

yaitu:

a)

b)

Riset

Mengamati (Catatan): Pengamatan melibatkan informasi
latar belakang yang diberikan oleh pihak berwenang, yaitu
Satuan Polisi Lalu Lintas Lantai 2 Palembang, Satuan
Pakjo Lakalantas dan Satuan Musi 2 Palembang.
Wawancara : Kasat Lantas Palembang Polrestabes M.
Yakin Rusdi, S.lk, Lakalantas dari  Polrestabes
Palembang dan Polantas dari Unit Kecelakaan Polrestabes
Palembang dan Brigadir Ibnu Tursina.

Perpustakaan

Informasi perpustakaan, yaitu informasi yang diperoleh dari

penelitian kepustakaan, Undang-Undang yang berlaku, buku-

buku,

dokumen resmi, dan survei.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Setiap dokumen hukum yang sebelumnya dikumpulkan oleh penulis,

penulis akan menggunakan analisis kualitatif artinya penelitian ini akan

didasarkan pada bagaimana aturan tertulis dalam undang-undang atau

peraturan dan pada kebiasaan biologis dan bagaimana mereka

berkembang pada masyarakat.
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Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam karya ini, penulis menggunakan teknik penalaran deduktif, yaitu

cara berpikir yang ditarik dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang lebih
Khusus.
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